Menimbang

Mengingat

‘Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 845 /KMK.01/2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /PMK.01/2016
tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian
Keuangan perlu disusun petunjuk pelaksanaan Manajemen
Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen
Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/ 2015
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

.1926];

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /PMK.01/2016
tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian
Keuangan

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN.

Menetapkan petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko di
lingkungan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut
Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko untuk digunakan
sebagai acuan dalam melaksanakan Proses Manajemen Risiko
di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum
dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA dilaksanakan melalui tahapan berikut: 1
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a. komunikasi dan konsultasi, bertujuan untuk mendapatkan
dan menyebarkan informasi terkait penerapan Manajemen
Risiko sehingga terdapat kesamaan persepsi pada seluruh
pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;

b. penctapan konteks, bertujuan untuk memahami dan
menetapkan lingkungan dan batasan dalam pelaksanaan
Manajemen Risiko pada masing-masing UPR;

c. penilaian Risiko yang terdiri dari:

1. identifikasi Risiko, bertujuan untuk menentukan dan
menetapkan semua Risiko vang berpotensi
menyebabkan tidak tercapainya sasaran organisasi;

9. analisis Risiko, bertujuan untuk menentukan Level
Risiko;

3. evaluasi Risiko, bertujuan untuk mengambil keputusan
mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan
Risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas
penangananmnya;

d. penanganan Risiko, bertujuan untuk menurunkan Level
Risiko;

e. pemantauan dan reviu, bertujuan untuk memastikan
bahwa implementasi Manajemen Risiko berjalan secara
efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan
balik bagi organisasi dalam mencapai sasarannya serta
penyempurnaan sistem Manajemen Risiko;

Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA huruf a dilaksanakan sepanjang periode
penerapan Manajemen Risiko pada seluruh tahapan Proses
Manajemen Risiko lainnya, sesuai ketentuan sebagaimana

tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA huruf b dilaksanakan dengan cara menjabarkan
sasaran serta mendefinisikan parameter internal dan eksternal

yang akan dipertimbangkan dalam mengelola Risiko, sesuai
ketentuan sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini;

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA huruf ¢ angka 1 dilaksanakan dengan cara
mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari
peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau
menunda pencapaian sasararn organisasi, sesuai ketentuan
sebagaimana tercantum dalam huruf D angka 1 Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mente/?

ini;
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Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
huruf ¢ angka 2 dilaksanakan dengan cara menentukan
tingkat kemungkinan dan tingkat dampak terjadinya Risiko
berdasarkan Kriteria Risiko, setelah mempertimbangkan
keandalan sistern pengendalian yang ada, sesuai ketentuan
sebagaimana tercantum dalam huruf D angka 2 Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri

ini;

Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
huruf ¢ angka 3 dilaksanakan dengan cara menetapkan Risiko
Utama. dan Indikator Risiko Utama yang selanjutnya disingkat
IRU, sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam huruf D
angka 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini; :

Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA huruf d dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi
dan memilih opsi penanganan Risiko yang terbaik, menyusun
rencana penanganan Risiko, dan melaksanakan rencana
penanganan  tersebut, sesuai ketentuan  scbagaimana
tercantum dalam huruf E Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; '

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA huruf e dilaksanakan terhadap seluruh tahapan dari
Proses Manajemen Risiko sesuai ketentuan sebagaimana
tercantum dalam huruf F Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

Pelaksanaan proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dituangkan dalam Piagam Manajemen
Risiko sebagaimana tercantum pada huruf F angka 2 Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.
Piagam Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESEPULUH ditetapkan oleh Pemilik Risiko paling
lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;

9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur
Jenderal/Kepala Badan di Lingkungan Kementerian
Keuangan,

3. . Staf Ahli dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Kementerian
Keuangan;
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4. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan;

5. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Kementerian
Keuangan,

6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian
Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
b,

Kepald:Begiag .U. Kementerian
Pt TR Tl Ny

ARIFBINTART YUWON
NIP 19 ’-7‘1%@9,:1-»‘}’2\.1'9’9703 1001
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A. Proses Manajemen Risiko
Proses Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan
segenap pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Keterkaitan antar
tahapan Proses Manajemen Risiko dapat digambarkan sebagai berikut:
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Komunikasi dan Konsultasi ]

L,F Pemantauan dan Reviu

[

B. Komunikasi dan Konsultasi
Bentuk komunikasi dan konsultasi antara lain:
1. rapat berkala;
2. rapat insidental;
3. focused group discussion; dan
4. forum pengelola Risiko.

Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi merupakan tanggung jawab pelaksana
harian koordinator Risiko pada masing-masing UPR.

C. Penctapan Konteks

1. Tahapan penetapan konteks meliputi:
a. Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen Risiko
1) Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko yang berisi tugas dan
fungsi unit terkait.
2) Periode penerapan Manajemen Risiko berisi tahun penerapan
Manajemen Risiko tersebut.
b. Menetapkan sasaran organisasi
Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan sasaran strategis
yang tertuang dalam peta strategi unit organisasi. Selain dokumen peta
strategi, sasaran juga dapat mengacu pada sasaran sebagaimana tertuang

pada Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan (KSKK) Tahun 2014-
D024, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja serta dokumen perencanaan

strategis lainnya, termasuk inisiatif strategis.

¢. Menetapkan struktur Unit Pemilik Risiko (UPR)
Struktur UPR mengacu pada struktur UPR yang berlaku di Kementerian
Keuangan. [
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d. Mengidentifikasi stakeholder
Identifikasi stakeholder diperlukan untuk memahami pihak-pihak yang
berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian sasaran. Hal yang
perlu dituangkan dalam identifikasi stakeholder meliputi siapa saja
stakeholder unit dan hubungan organisasi dengan stakeholder

tersebut.

e. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait

Identifikasi

peraturan perundang-undangan diperlukan untuk

memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, kewajiban
hukum vyang harus dilaksanakan oleh organisasi  beserta

konsekuensinya.
f, Menetapkan Kategori Risiko
Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi,

analisis, dan

evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif.

Penentuan Kategori Risiko didasarkan pada penyebab Risiko. Kategori
Risiko di Kementerian Keuangan meliputi:

Risiko fiskal

Risiko yang disebabkan oleh segala sesuatu yang dapat

menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN, baik yang
berasal dari deviasi APBN maupun kewajiban kontinjensi
pemerintah pusat atau sumber risiko fiskal sebagaimana
dinyatakan dalam Nota Keuangan.

Risiko kebijakan

Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan
organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal
organisasi yang yang berdampak langsung terhadap
organisasi.

Risiko
kepatuhan

Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal
tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan
perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlalku.

Risiko legal

Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum
kepada organisasi.

Risiko fraud

Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja
oleh pihak internal yang merugikan keuangan negara.

Risiko reputasi

Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat
kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang
bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.

Risiko
operasional

Risiko yang disebabkan oleh:

1) ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses
internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem.

2) adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi
operasional organisasi.
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g. Menetapkan Kriteria Risiko
Kriteria Risiko disusun pada awal penerapan Proses Manajemen Risiko
dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan

perubahan kondisi organisasi.
Kemungkinan

Kriteria Risiko mencakup Kriteria

terjadinya Risiko dan Kriteria Dampak, dengan

ketentuan sebagai berikut:
1) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (likelihood)

(a)

(b)

(c)

Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik
(probability), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu,
bulan, tahun), atau dengan expert judgement.

Penentuan peluang terjadinya Risiko di Kementerian Keuangan

. menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni

dalam periode 1 tahun. Ada dua kriteria penentuan
kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas
kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 tahun dan
jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun.

Level Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko di Kementerian
Keuangan meliputi:

* Lovel Kemtinlgkinan

£

dinye dalam
i petiode "

Hampir tidak terjadi

I sangatjarang < 2 kali
dalam 1 tahun

x % 5%

(1)

Jarang terjadi

(2)

. 5% <xs10%

Jarang: 2 kali s.d. 5
kali dalam 1 tahun

10% <x<20%

cukup sering: 6 s.d. 9

Kadang terjadi
{3) kali dalam 1 tahun
Sering terjadi 20% <x< 50% Sering: 10 kali s.d. 12
(4) kali dalam 1 tahun

Hampir pasti terjadi

sangat sering: > 12
kali dalam 1 tahun

x> 50%

(5)

(d) Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik

Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:

(1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas
atas kegiatan tersebut.

(2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

2} Kriteria Dampak (consequences)
Kriteria Dampak Risiko dapat diklasifikasi dalam beberapa area
dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi.

(2)

Area dampak yang terdapat di Kementerian Keuangan,
berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga
terendah, meliputi:

4
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(1) Beban keuangan negara
Dampak Risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran
negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat
berharga, kewajiban, dan barang. Dampak Risiko beban
keuangan negara disebabkan oleh fraud dan non fraud yang
diukur dengan:
i. fraud
Pengukuran dampak berdasarkan angka mutlak
sebagaimana dalam tabel Kriteria Dampak.

ii. non fraud.
Pengukuran dampak berdasarkan persentase dari
dana/aset yang dikelola oleh unit tersebut, misalnya
Direktorat Jenderal Pajak terhadap target pajak,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap target
penerimaan bea masuk, cukai dan bea keluar, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan terhadap Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga yang
dikelola, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terhadap
kekayaan negara/lelang/piutang yang dikelola.
(2) Penurunan reputasi
Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa
Kementerian Keuangan- yang menyebabkan tingkat
kepercayaan masyarakat menurun.
(3) Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif
Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas
perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau
organisasi.
{4} Kecelakaan Kerja |
Dampak Risiko bérupa gangguan fisik dan mental yang
dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
(5) Gangguan terhadap layanan organisasi
Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang
ditetapkan Kementerian Keuangan.
(6) Penurunan kinerja
Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang
ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya.
(b} Level Kriteria Dampak bagi setiap UPR ditetapkan sebagai
berikut:
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h. Menetapkan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

1) Kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan menunjukkan
besaran Risiko.

2) Penuangan besaran Risiko dilakukan dalam Matriks Analisis Risiko
untuk menentukan Level Risiko.

3) Level kemungkinan terjadinya Risiko, level dampak, dan Level Risiko
masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level).

4) Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko di Kementerian Keuangan
sebagaimana tabel berikut:

Matriks Analisis Risiko

Level Dampak
Matriks Analisis 1 2 3 4 5
Risiko Tdak S
Ex§ a Minor L, angat
Siggnifikan inor Moderat | Signifikan Signifikan
K3 Bz ' ¥
5 Hampir Pasti
terjadi
=]
(4 Sering Terjadi 4
2
g Kad
= acdang
3 . 4 0
5 Terjadi
— (HE
2 S
% | 2 | Jarang Terjadl 2
=t :
s - (il
Hampir Tidak
1 terjadi 1 3 5 = 1.8 V

Level Risiko

. Level Risiko i i Bésaran Risiko
Sangat Tinggi (5) 20-25
Tingg! (4) 16-19 D
Sedang {3) 12-15 T
Rendah (2) 6-11 e
Sangat Rendah (1) 1-5 Biru

i. Menetapkan Selera Risiko
1) Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni
batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak
Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria
Risiko. '
0) Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku
ketentuan sebagai berikut:
(a) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan
tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
(b) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani ﬂ
untuk menurunkan Level Risikonya; ‘
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(c) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf (a} dan (b)
digambarkan sebagai berikut:

Level Dampak
Matriks Analisis 1 2 3 4 5
Risiko el Sanzat
x5 idaK - der . anga
Signifikan Minar Moderat | Signifikan Signifikan
T ;
5 Hampi.r Pasti B .g
terjadi - &
: =
) =
T |4 Sering Terjadi | s E
2 ' i =)
. 3
= Kadang
E 3 Terjadi 4 L
g 2
T %
L 2 | Jarang Terjadi 2 =
2
Hampir Tidak e
1 oo 1
terjadi

Area penerimaanrisiko

0. Tahapan penetapan konteks Manajemen Risiko dituangkan dalam Formulir
Konteks Manajemen Risiko, sebagai berikut:

Formulir Kontelks Manajomen Risiko

Unit Organisasi : <isi dengan nama unit pemilik Risilko>
Ruang Lingliup Penerapan  : <isi dengan tugas dan fungsi unit pemilik Risiko>
Perlode Penerapan ; <lgi dengan tohun penerapan profil Risiko>
1. Sasaran Organisasi
C'Ne. | ‘Daliar Sasaran ) Kelerangan
1. <isi dengan nama sasaran> | <isi dengan penjelasan singlar tenlang
sasaran tersebuts>
dst,

2, Struktur Organisnsi Penorapan Manajemen Risiko Tingkat Kementerian
Keunngan / Direktlorat Jenderal /Direlttarat
Pemilik Risiko :
Koordinator Risiko :
Pelaksana Harian Koordinator Risiko :

Pangelola Risiko :
4. Daltar Pemangku Kepentingan {Stakeholder
No. Stakeholder Habungan
1. <isi dengan nama stakeholder> | <ist dengan hubungan antara unit
dengan stekeholder tersebuts
dst.
4. Daftar Peraturan Perundang-undangan yang Terkait
No. Peraturan Terlcait Amantal Peraturan yeng Terkait Unil
1. <isi dengan nama <isi dengan amanat atan ketentuan yang
peraturan yang terkait dintur oleh peraturan terscbut terkait
proses bisnis> tugas don fungsi unit tersebut>
dst,

5. Kriteria Risikeo
A. Kriteria Kemunglinan
LEVEL KEMUNGKINAN ]

,1 Hnmpir' {‘“']_ak.Tcrmdl <diisl berdnsarkan Kriteria —
2, | Jarang Terjad; e —  Komunpgkinan padn unit organisasi ——
|3 | Kadang-leadang Terjadi tersebut berdasaukan ketentunn ..
; Sering Terjadi dalam Kepumsan inl> I

Hampir Pasti Torjadi 1

B. Kriwria Dampalc

LEVEL DAMPAK

ARIA DAMPAK RISIKO
| | i

"512 - _E;lﬂ,k_ﬁ]gi?lﬁkfl_l} veer e d e <dilsi berdasarkn Kriterin Dampalt
0¥ paila unit organdsasi terschut —
3 ]\«I.Ddel'al betilasarkan ketentuan dnlam e}
4 | Sgnilikan Lo Keputusan ini>
5 Sangat Signifikan t 1 1 1

6. Matriks Analisis Risiko dan Level Risilce
<diisi sesuni dengan Matviks Analisis Risile dan Level Risilo yang ditetaplean dalnm
Keputusan ini>

7. Selera Risike
<diisi sesuai dengan Selora Risiko yang ditctaplan dalam Keputusan ini> /
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D. Penilaian Risiko

" 1. Identifikasi Risiko
a. Tahapan identifikasi risiko meliputi:

1) Identifikasi Risiko dan rencana penanganan Risiko dari UPR di atasnya
yang relevan dengan tugas dan fungsi UPR yang bersangkutan (top-
down). Profil Risiko pada Unit Eselon [, Unit Eselon 1I, dan Unit Eselon
11 mencakup Risiko yang diturunkan dari level di atasnya.

Identifikasi Risiko berdasarkan sasaran UPR yang bersangkutan
dengan melalui tahapan sebagai berikut:

2)

a)

Memahami sasaran organisasi

Sasaran organisasi meliputi sasaran strategis dalam peta strategi
UPR dan sasaran lainnya yang mengacu pada dokumen
perencanaan  strategis Kementerian Keuangan, diantaranya
Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan (KSKK), Rencana
Strategis (Renstra), Renja dan inisiatif strategis.

Mengidentifikasi kejadian Risiko (risk event)

Kejadian Risiko dapat berupa kesalahan atau kegagalan yang
mungkin terjadi pada tiap proses bisnis, pelaksanaan inisiatif
strategis, atau faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian
sasaran organisasi. Kejadian Risiko ini selanjutnya disebut Risiko.
Identifikasi Risiko dilakukan dengan memperhatikan Risiko yang
terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana tercatat dalam loss
event database (LED). Format LED sebagaimana tercantum dalam
huruf F angka 2 huruf b angka 2 huruf c).

Mencari penyebab

Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, dilakukan identifikasi
alkar masalah yang menyebabkannya. Pemahaman mengenai akar
masalah akan membantu menemukan tindakan yang dapat
dilakukan untuk menangani Risiko. Metode yang dapat digunakan
misalnya fishbone diagram.

Menentukan dampak

Berdasarkan Risiko, dilakukan identifikasi dampak negatif yang
mungkin terjadi. Dampak merupakan akibat langsung yang timbul
dan dirasakan sctelah Risiko terjadi. Apabila terdapat beberapa
dampak langsung, ditetapkan satu dampak yang paling besar
pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran. Penentuan area
dampak mengacu pada Kriteria Dampak.

Menentukan Kategori Risiko

Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, ditetapkan Kategori
Risiko. Setiap UPR wajib memiliki Kategori Risiko.

¢
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3) Identifikasi Risiko berdasarkan input dari konsep profil Risiko UPR di

level di bawahnya (bottom-up).

UPR dapat mengusulkan agar suatu Risiko dinaikkan menjadi Risiko

pada UPR yang lebih tinggi apabila:

a.
b. Risiko tersebut tidak dapat ditangani oleh UPR tersebut.

b. Tahapan identifikasi Risiko dituangkan pada
Risiko, sebagai berikut:

Risiko tersebut memerlukan koordinasi antar UPR selevel;

dan/atau

Formulir Profil dan Peta

Formulir Profil dan Peta Risiko
Unil Organisasi : <isi dengan nama unit pemilite Risiko>
Periode Pencrapan ; <isi (lengan ahun pencrapan Profil Risikos>
A. Trofil Risiko
Sislcm e i U
o Kntegord | Penyendndinn . . ol Tleansnn Priacling Reputusan Indikuwar Ristks Utninn
R Hiniko Riuiko Vung Jeomuoglizim Drempak fisko | Rlalko Rike | Tenwogouson {IRU}
i Diluksanakan
No. | Kelaion | penyehab | Dunpase Leved | Penjeinsan | Level | Penjelasnn [ e
«liin] adiid wliind s | aisl | <dllisi dengan | <diis <dibnl <riitsd sl <cfial dilsi <uliisi colifed dleagnn | <uiisi deugarg  <dild
ilengan dengan dengan deugan | desgs B dengan dengan. tdengmn tengas dengan dengan dengnn ¥'n dan Tidak nama. dengan
anma namn prenycinl | dhonpak Kategord peraluran, Lk alruin Lo wloan L= besaran priarilis Sikn Inmer | wilng Laes
ST KeJuddinn Lecjnelis Rislkn Tteike> Eﬂl'.njslikﬂ.-n' Hisika> | peacniunn Rlsikes | praentusan Rislko Rixika ditindisgkat Hiriko Utnm N
Hixiker nyn reatint dil ynng LK Kisikay L1 Risika> oA Bordnsarkan | dengan Selera [saruk Rislkol balas atns,
Sejmbioy [ berfungs Mairika pengaIIULIu: Rislkor fanelr elatt Tt
Rislka» | dumpak dalingni Anulivix Risiko» finvnh
oK At Hialka= IRU*
i pengendnlinn
>
Keterangan:
LK : Level kemungkinan; LD: Level dampak; LR: Level Risiko
B. Peta Risiko
I 2vel Pampak
I Matylles Analisis 1 ) ] 4 3
Rsika “Tldak Sangal
Sxh ! Ang
b Spniihan Miner Baglent | Sigaifilan Stgnifion
o | nanmir vosu BRGHS 2
¥ werjaldl g4
g1 [ sermaTorian 13 ﬁ 1
£ HA T
2 K RILER,
HP arlong 4 ¥ri D
£ “ferfad) Rifn
=4 ey T
E | 2| rarang Tovadti 2 "E /] “ %&E
P TP RCT I
Hampir Thiak B e A q
terfndl) ! 3 5 [y 0
Keterangat: ¥ menunjukkan urulan prioritas Rislko
2. Analisis Risiko
a. Tahapan analisis Risiko meliputi: .
. . P . . f
1) Menginventarisasi  sistem pengendalian internal yang telah

dilaksanakan
a) Sistem pengendalian internal mencakup perangk
dapat menurunkan ting

rangka pencapaian sasaran organisasi.

at manajemen yang

kat kerawanan atau Level Risiko dalam
Sistem pengendalian

internal yang efektif bertujuan mengurangi level kemungkinan

terjadinya Risiko atau level dampak.

Procedure (SOP), pengawasarn
dan pemantauan rutin yang dila

Sistem pengendalian internal dapat berupa Standard Operating
melekat, reviu berjenjang, regulasi,
ksanakan terkait Risiko tersebut.
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2) Mengestimasi level kemungkinan Risiko.

a) Estimasi level kemungkinan Risiko dilakukan dengan mengukur
pecluang terjadinya  Risiko dalam  satu tahun  sectelah
mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang
dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut.
Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data Risiko
yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dituangkan
dalam LED.

b) Level kemungkinan Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai
estimasi kemungkinan Risiko dengan Kriteria Kemungkinan Risiko.

3) Mengestimasi Jevel dampak Risiko

a) Berdasarkan dampak Risiko yang telah diidentifikasi pada tahap
identifikasi Risiko, ditentukan area dampak yang relevan dengan
dampak Risiko tersebut. Estimasi level dampak Risiko dilakukan
dengan mengukur dampak yang disebabkan apabila Risiko terjadi
dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian
internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait
Risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis
atas data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana
dituangkan dalam LED.

b) Level dampak Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai
estimasi dampak Risiko dengan Kriteria Dampak Risiko. '

4) Menentukan besaran Risiko dan Level Risiko

a) Besaran Risiko dan Level Risiko ditentukan  dengan
mengombinasikan level kemungkinan dan level dampak Risiko
dengan menggunakan rumusan dalam Matriks Analisis Risiko.

b) Berdasarkan pemetaan Risiko tersebut, diperoleh Level Risiko yang
meliputi sangat tinggi (5), tinggi (4), sedang (3), rendah (2), atau
sangat rendah (1).

5) Menyusun peta Risiko

Peta Risiko merupakan gambaran kondisi Risiko yang mendeskripsikan

posisi seluruh Risiko dalam sebuah chart berupa suatu diagram

kartesius. Peta Risiko dapat disusun per Risiko atau per Kategori

Risiko.

b. Tahapan analisis Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko.

3, Evaluasi Risiko
a. Tahapan evaluasi Risiko meliputi:.
1) Menyusun prioritas Risiko berdasarkan besaran Risiko dengan
ketentuan:
a) Besaran Risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi.
b) Apabila terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran Risiko
yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan
area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai Kriteria

Dampak.
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¢) Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran
dan area dampak yang sama maka prioritas Risiko ditentukan
berdasarkan urutan Kategori Risiko yang tertinggi hingga terendah
sesuai Kategori Risiko.

d) Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki
besaran, area dampak, dan kategori yang sama maka prioritas
Risiko ditentukan berdasarkan judgement pemilik Risiko.

Menentukan Risiko utama

a) Risiko yang berada di luar area penerimaan Risiko dan perlu
ditangani, baik risiko yang merupakan hasil penurunan dari UPR di
atasnya maupun risiko lainnya, disebut dengan Risiko utama. Jika
Level Risiko berada pada area penerimaan Risiko, maka Risiko
tersebut tidak perlu ditangani.

b) Setiap Risiko utama memiliki suatu ukuran yang dapat memberikan
informasi sebagai sinyal awal tentang adanya peningkatan besaran
Risiko yang disebut Indikator Risiko Utama (IRU).

Menetapkan IRU
Penyusunan [RU dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a) Analisis penyebab antara dan akar masalah Risiko

(1) Untuk memprediksi munculnya suatu kejadian Risiko, periu
diidentifikasi berbagai penyebab yang berpotensi menimbulkan
kejadian Risiko. Berdasarkan penyebab Risiko yang telah
diidentifikasi, dilakukan analisis untuk mendapatkan urutan
kejadian yang menyebabkan Risiko terjadi (chain of events).

(2) Urutan kejadian penyebab Risiko dimulai dari kejadian
penyebab antara sampai dengan akar masalah. Penyebab antara
merupakan kejadian yang berpotensi menimbulkan suatu
penyebab Risiko yang bermula dari munculnya suatu akar
“masalah. Urutan kejadian penyebab risiko dapat dilihat pada

gambar berikut:

b) Memilih IRU
(1) IRU dapat ditetapkan dari penyebab antara atau akar masalah.
Setiap penyebab antara atau akar masalah memiliki 1 (satu)
IRU. Apabila setiap penyebab antara atau akar masalah
memiliki lebih dari 1 (satu) opsi IRU, maka dilakukan pemilihan
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JRU berdasarkan indikator yang paling dini memberikan
informasi kemungkinan terjadinya Risiko.
(2) Pemilihan IRU mempertimbangkan hal sebagai berikut:

(a) Indikator dapat memberikan informasi yang signifikan
terhadap kejadian Risiko secara dini.

(b} Indikator dapat diukur dan tersedia data/ informasi yang
relevan.

(c) Manfaat informasi yang diperoleh lebih tinggi dari biaya
pengukurannya.

c) Menentukan batasan nilai IRU

(1) Setiap IRU mempunyai batasatl nilai sesuai karakteristiknya.
Batasan ini digunakan untuk menentukan status kemungkinan
terjadinya Risiko sesuai nilai aktual IRU. Batasan [RU terdiri
dari:
(a) Batas amarn
Merupakan nilai yang diharapkan dan menunjukkan bahwa
indikator tersebut masih dalam kondisi normal. Seluruh IRU

harus memiliki batas amarn.
(b) Batas atas
Merupakan nilai maksimal yang dapat diterima atas
indikator tersebut.
(c) Batas bawah
Merupakan nilai minimal yang dapat diterima atas indikator
tersebut.
Penetapan batasan IRU berdasarkan karakteristik IRU dan
Risikonya dengan mempertimbangkan Level Risiko yang dapat
ditoleransi. Batasan tersebut  bersifat kuantitatif yang
dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan
profesional oleh pemilik Risiko.
(2) Berdasarkan patasan yang ada, IRU dapat dibedakan atas:
(a) IRU yang hanya memiliki batas atas
i IRU tersebut diharapkan memiliki nilai aktual yang
semakin rendah.
{i. Penentuan status IRU digambarkan sebagai berikut: /
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IRU yang hanya mermiliki batas atas ‘

A

atas
Batas atas s et P e

Batas aman -

- 'batas aman.

Y

Status merah: nilal aktual IRU berada di atas batas

Status-hijau; nilai aktual IRU masih berada dibawah -

(b) IRU yang hanya memiliki batas bawah

i, IRU tersebut diharapkan memiliki nilai aktual yang

semakin tinggi.

ii. Penentuan status IRU digambarkan sebagai berikut:

IRU yang hanya memiliki batas bawah

A

- batas aman -
Batas aman = NG

Batas bawah =~

A 4

- -Status-hijau; nilai aktual IRU masih-berada

diafas -

by a3t ]
Status meraly nilai aktual IRU berada di bawah
batas bawah

(¢) IRU yang memiliki batas atas dan batas bawah

i. IRU tersebut diharapkan memiliki nilai aktual yang
berada pada rentang nilai tertentu dalam batas aman. /

ii. Penentuan status IRU digambarkan sebagai berikut:



d)

MENTER| KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

S 17 -

IRU yang memiliki batas atas dan bawah

A

Status merah: nilai aktual TRU berada di atas batas
atas atau dibawah batas bawah

Batas atas = ; PR el oot 2ok

Batas aman —f-s a— : s
‘Status hijau: nilai aktual IRU masth berada pada .
batas aman /rentang batas atdan”

Batas atnan =juus

I g B AR T -

Status merah: nilal aktual IRU berade di atas bates
atas atau dibewah batas bawah

Batas bawal -

}

(3) Status IRU memberikan "informasi kemungkinan terjadinya
Risiko sebagai berikut:
(a) Status hijau menunjukan kemungkinan terjadinya Risiko
rendah.
(b) Status kuning menunjukan kemungkinan terjadinya Risiko
sedang. :
(c) Status merah menunjukan kemungkinan terjadinya Risiko
tinggi.
Menyusun manual IRU
Manual IRU mendeskripsikan tentang IRU, definisi IRU, batasan
nilai, formula, satuan pengukuran, penanggung jawab, penyedia
data, sumber data dan data aktual IRU didokumentasikan dalam
manual IRU. Manual tersebut menjadi acuan dalam menyusun dan
melaporkan aktual IRU serta interpretasinya. Manual IRU /

dituangkan dalam format sebagai berikut:
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Manual Indikator Risiko Utama (IRU)

Nama Risiko
Nama IRU
Deskripsi IRU

Batasan Nilai IRU Batas aman:

Batas atas:
Batas bawah:
Formula
Satuan Pengukuran
Unit Penanggung Jawab
Unit Penyedia Déta
Sumber Data
Periode Pelaporan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Tabel Data

" L 1-:,? IAkt—

.‘zPeriodé R

By | 5| |7

Triwulan 1

Triwulan II

Triwulan III

Triwuwlan IV
Keterangan: Batas Aman: BM; Batas Atas: BA; Batas Bawah: BB

b. Tahapan evaluasi Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko.

E. Penanganan Risiko

1. Tahapan penanganan risiko meliputi:
a. Memilih opsi penanganan Risiko yang akan dijalankan

Opsi penanganan Risiko dapat berupa:

1) mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko, yaitu penanganan
terhadap penyebab Risiko agar peluang terjadinya Risiko semakin
kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal penyebab Risiko tersebut
berada dalam kontrol internal UPR.

2) menurunkan dampak terjadinya Risiko, yaitu penanganan terhadap
dampak Risiko apabila Risiko terjadi agar dampaknya semakin kecil.
Opsi ini dapat diambil dalam hal UPR mampu mengurangi dampak /
ketika Risiko itu terjadi.
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3) mengalihkan Risiko, yaitu penangan Risiko dengan memindahkan
sebagian atau seluruh Risiko, baik penyebab dan/atau dampaknya,
ke instansi/entitas lainnya. Opsi ini diambil dalam hal:

a) pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan
memahami Level Risiko atas kegiatan tersebut;

b) proses mengalihkan Risiko tersebut sesual ketentuan yang
berlaku; dan
¢) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.

4) menghindari Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan
mengubah/menghilangkan  sasaran dan/atau kegiatan untuk
menghilangkan Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:

a) upaya penurunan Level Risiko di luar kemampuan organisasi;

b) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut bukan
merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan
misi organisasi; dan ,

c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.

5) menerima Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan tidak melakukan
tindakan apapun terhadap Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:
a) upaya penurunan Level Risiko di luar kemampuan organisasi,

b) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut merupakan
tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi
organisasi; dan

¢) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.

Opsi penanganafr Risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi

tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi

kemungkinan terjadinya Risiko. Prioritas opsi penanganarn Risiko yang

dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penangarian sebagaimana

tersebut di atas.
b. Menyusun rencana aksi penanganan Risiko

1) Berdasarkan opsi penanganarl Risiko yang telah dipilih, disusun
rencana aksi penanganan Risiko. Rencana aksi penanganan Risiko
terdiri atas rencana aksi penanganan Risiko yang diturunkan dari
unit organisasi yang lebih tinggi dan yang ditetapkan pada unit
organisasi tersebut.

2) Rencana aksi penanganarl Risiko bukan merupakan pengendalian
internal yang sudah dilaksanakan. Dalam hal penanganan Risiko yang
telah dilaksanakan tidak dapat menurunkan Level Risiko maka
diperlukan penetapan rencana aksi penanganan Risiko yang baru.
Pemiliban rencana aksi penanganar Risiko mempertimbangkan biaya
dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan bagi organisasi.

3) Rencana aksi tersebut harus memuat informasi berikut:

a) kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang
dipilih; '

b) output yang diharapkan atas kcgiatan tersebut;

c) target kuantitatif sesuai output yang telah ditetapkan;

d) jadwal implementasi kegiatan penanganan Risiko; dan

e) penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab dan
unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan Risiko. %
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4) Penanganan yang berhasil menurunkan kemungkinan dan/atau
dampak dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada periode
berikutnya, kecuali rencana penanganan Risiko yang sifatnya proyek.

5) Selain rencana penanganan Risiko, suatu organisasi perlu
merumuskan rencana kontinjensi. Hal ini berupa langkah kegiatan
atau proses dalam mengatasi keadaan darurat yang mempunyai
dampak Iuar biasa dan mengakibatkan keadaan kritis bagi organisasi.

6) Rencana kontinjensi secara umum terdiri atas 3 langkah yakni:

a) langkah dalam menangani krisis setelah bencana terjadi (tanggap

darurat); _
b) kegiatan atau proses pemulihan keadaan organisasi dalam kondisi

darurat;
¢) langkah atau proses pemulihan keadaan organisasi akibat krisis

atau bencana yang terjadi ke tingkat normal.
7) Penetapan rencana Kkontinjensi dilakukan secara tahunan yang

dituangkan dalam format sebegai berikut:

Format Rencana Kontinjensi

Rencana Kontinjenst

Jenis Bencana

Uraian Kegiatan Tanggap Darurat Penanggung Jawab
(penanganan krisis setelah Risiko terjadi)

Uraian kegiatan pemulihan keadaan Penanggung Jawab
organisasi dalam kondisi darurat

Uraian kegiatan pemulihan keadaan Penanggung Jawab
organisasi ke tingkat normal

c. Menetapkan Level Risiko residual harapan
Level Risiko residual harapan merupakan target Level Risiko apabila

penanganan Risiko telah dijalankan. Penetapan Level Risiko residual
mempertimbangkan perubahan level kemungkinan dan level dampak.

d. Menjalankan rencana aksi penanganan Risiko _
Pelaksanaan rencana penanganan Risiko dituangkan serta capaian targc/t/

output kegiatan tersebut.
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e. Memantau Risiko tersisa
Setelah kegiatan penanganan Risiko dilaksanakan secara optimal, masih

terdapat Risiko yang tersisa. Risiko ini harus diketahui dan dipantau
perkembangannya.

2. Tahapan proses penanganain Risiko dituangkan pada Formulir Penanganan /
Risiko sebagai berikut:
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F. Pemantauan dan Reviu
Bentuk pemantauan dan reviu terdiri atas:
a. Pemantauan berkelanjutan (on-going monitoring)

1.

1}

Unit pemilik Risiko secara terus menerus melakukan pemantauvan

atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi Risiko dan kondisi

lingkungan organisasi. Apabila terdapat perubahan organisasi yang

direncanakan atau lingkungan eksternal yang berubah, maka

dimungkinkan terjadi perubahan dalam:

a) Konteks organisasi;

b) Risiko yang terjadi atau tingkat prioritas Risiko;

c) Sistem pengendalian intern dan penanganan Risiko.

Dalam hal terjadi perubahan yang signifikan, dimungkinkan

dilakukan penilaian ulang atas profil Risiko. Pemantauan dilakukan

secara harian dan menjadi bagian dalam proses bisnis organisasi.

Perubahanan besaran Risiko atau Level Risiko dipantau melalui tren

Risiko. Tren Risiko dilihat berdasarkan perubahan status IRU dari

periode sebelumnya yang terdiri dari tiga kategori, yaitu:

a) Tetap, status IRU sama dengan periode sebelumnya.

b) Naik, status IRU meningkat dari periode sebelumnya (dari hijau
ke kuning, dari kuning ke merah, dan dari hijau ke merah).

¢) Turun, status IRU menurun dari periode sebelumnya {dari kuning
ke hijau, dari merah ke kuning, dan merah ke hijau).

Jika status IRU kuning atau merah, maka perlu dievaluasi kembali

efektivitas penanganan Risiko yang telah dilaksanakan.

b. Pemantauan berkala

1)

Pemantauan berkala dilakukan secara triwulanan yaitu pada bulan
April, Juli, Oktober, dan Januari pada tahun berikutnya.
Pemantauan triwulanan dilakukan untuk memantau pelaksanaan
rencana aksi penanganan Risiko, analisis status Indikator Risiko
Utama serta tren perubahan besaran /Level Risiko.

Laporan pemantauan triwulan dan tahunan dituangkan pada format

sebagai berikut:
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3) Periode dan penanggung jawab pelaksanaan pemantauan di
Kementerian Keuangan sebagaimana tabel berikut:

1. | Kementerian | Triwulanan |Menteri Keuangan dan |Pelaksana harian
(Kuartalan) |Pejabat Eselon I koordinator
Risiko
Kementerian

2. | Eselon 1 Triwulanan |Masing-masing Pelaksana harian
(Kuartalan) |Pimpinan Unit Eselon I |koordinator

dan Pejabat Eselon II Risiko Unit
Eselon I

3. | Eselon Il Triwulanan |Masing-masing Pelaksana harian
(Kuartalan) |Pimpinan Unit Eselon Il {koordinator
dan Pejabat Eselon III Risiko Unit

Eselon II
4. | Eselon III Triwulanan |Masing-masing Pelaksana harian
(Kuartalan) |Pimpinan Unit Eselon koordinator
III dengan Pejabat Risiko Unit
Eselon IV Eselon III

4) Jumlah koordinator Risiko yang wajib hadir pada setiap rapat
pemantauan Risiko minimal 50% dari seluruh koordinator Risiko.

c. Reviu

Pelaksanaan reviu terdiri dari dua jenis, yaitu:

1) Reviu implementasi Manajemen Risiko
Reviu ini bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan output
seluruh Proses Manajemen Risiko dengan ketentuan yang berlaku.
Reviu ini dilaksanakan oleh UKI dan/atau pengelola Risiko sesuai
kewenangannya.

2) Reviu Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR)
Reviu TKPMR bertujuan menilai kualitas penerapan Manajemen
Risiko. Reviu dapat dilakukan pada seluruh tingkatan unit
penerapan Manajemen Risiko, yaitu Kementerian, Unit Eselon I, Unit
Eselon II, dan unit Eselon III. Reviu ini dilaksanakan oleh Inspektorat

Jenderal.

d. Audit Manajemen Risiko
Audit Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat Jenderal scbagai

auditor internal Kementerian Keuangan. Audit meliputi kepatuhan
terhadap ketentuan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian
Keuangan dan meninjau efektivitas serta kesesuaian perlakuan Risiko /

yvang ada.
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2. Dokumen Manajemen Risiko
a. Piagam Manajemen Risiko
1) Dokumen ini merupakan pernyataan pemilik Risiko dalam
melaksanakan Manajemen Risiko yang dilampiri dengan Formulir
konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan
Formulir penanganan Risiko.
2) Format piagam Manajemen Risiko sebagai berikut:

Format Piagam Manajemen Risiko

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
.. <isi dengan nama unit pemilik Risiko>
KEMENTERIAN KEJANGAN
TAHUN ... <diisi dengan tahun penerapan profil Risiko>

Dalam rangka pencapaian sasarail pada unit ... <diisi dengan nama UPR>

..., saya menyatakan:

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan
Proses Manajemen Risiko yang meliputi konteks Manajemen Risiko, profil
dan peta Risiko, serta rencana penanganan Risiko.

o Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh
koordinator Risiko dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan
Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Rencana penanganan Risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan
dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

4. Untuk mengingatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko, akan
dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh
jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

< ... tempat ..., ... tanggal penetapan...>

Ditetapkan oleh:

<ttd pemilik Risiko>

<Jabatan pemilik Risiko>

b. Laporan Manajemen Risiko
1) Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan
informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan.
Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data
dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap
pelaksanaan Manajemen Risiko. /
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2) Bentuk-bentuk laporan Manajemen Risiko meliputi:

a) Laporan pemantauan
Laporan ini terdiri atas laporan pemantauan triwulanan (Formulir

triwulanan)

dan

tahunan (Formulir laporan pemantauan tahunan).

b) Laporan Manajemen Risiko insidentil

(1} Laporan ini disusun apabila:
(a) terdapat kondisi abnormal yang perlu dilaporkan segera

laporan pemantauvan

kepada pimpinan untuk memberikan masukan mengenai
rencana kontinjensi;

(b} terdapat permintaan dari pimpinan untuk memberikan

(2) Bentuk dan

isi

masukan berdasarkan analisis dalam pengambilan suatu
keputusan atau kebijakan tertentu.

lJaporan Manajemen Risiko insidental

disesuaikan dengan karakteristik, sifat, dan kondisi yang
melatarbelakanginya

c) Loss Event Database (LED)

(1} LED merupakan dokumen yang berisi catatan Risiko yang
terjadi pada tahun berjalan baik yang telah diidentifikasi dalam
profil Risiko maupun tidak.

(2) Informasi yang dimuat meliputi Risiko yang terjadi, dampak
yang ditimbulkan dan upaya yang telah dilakukan. LED
diperbaharui setiap munculnya kejadian dan dituangkan dalam

format sebagai berikut:

i‘;' I}g}t‘éﬁl\.ﬂ_ . Ari

| Deskripsi’

‘Pencatatan |- inya | Kejadian | Penyebab | Dampak ;
<diisi <diisi <diisi <diisi <diisi <diisi <diisi <diisi
dengan dengan dengan dengan dengan dengan kegiatan dengan
tangpal uraian walctu lokasi penyebab dampak | penanganan kondisi
pencatatan peristiwa terjadinya | terjadinya | terjadinya | terjadinya yang setelah
event> Risiko Risiko> Risiko> Risiko Risiko dilakukan> dilakukan
yang tersebut> | tersebut> penanganan
terjadi> tersebut>

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

.09 -
c. Mekanisme penyampaian dokumen Manajemen Risiko sebagaimana
tabel berikut:

Tingkat p Perlode. Keterangan
enyampaian
Kementerian | * Laporan Laporan disampaikan oleh Pelaksana harian
Piagam . koordinator Risiko Kementerian kepada
Manajemen Inspektorat Jenderal
Eselon I Risiko: 31 . [Laporan disampaikan oleh Pelaksana harian
Januari koordinator Risiko Unit Eselon I kepada
Menteri Keuangan dengan tembusan
* Laporan Inspektorat Jenderal
Eselon II pemantauan: | Laporan disampaikan oleh Pelaksana harian
triwulanan koordinator Risiko Unit Eselon II dan
dan tahunan |pimpinan Unit Eselon I
Eselon III Laporan disampaikan oleh Pelaksana harian
koordinator Risiko Unit Eselon IIl kepada
Pimpinan Unit Eselon II

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
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